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ABSTRAK 

Indonesia sebagai Negara Hukummenunjukkan bahwa hukum merupakan 

salah satu aspek kehidupan yang tidak luput dari campur tangan manusia. Melihat 

hal tersebut pengingkaran terdakwa di dalam pemeriksaan di tingkat 

pengadilanmemunculkan tindakan pencabutan BAP kepada Hakim yang disertai 

alasan menyangkut dengan hak tersangka saat melakukan proses penyidikan. Hak 

tersangka yang dimaksud penulis adalah hak diam atau the right to remain silent. 

Dari hal tersebut permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini 

adalah pertama, implementasi dari the right to remain silentdengan sistem 

peradilan pidana Indonesia. Kedua, relevansinya pengingkaran terdakwa di dalam 

penyidikan dengan the right to remain silent, dan ketiga contoh dari putusan 

pengadilan mengenai penerapan the right to remain silent. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data empiris atau data 

lapangan.Data diperoleh dari data sekunder.Data dianalisis secara kualitatif dan 

kemudian disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini 

menggambarkan mengenai pelaksanaan dari the right to remain silentdalam 

sistem peradilan pidana Indonesia di mana menyangkut dengan dasar hukum dan 

penerapannya serta relevansi dari pengingkaran terdakwa di dalam penyidikan 

dengan the right to remain silent.Kemudian juga menggambarkan tentang contoh 

putusan dari penerapan the right to remain silent yang terjadi di dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Pencabutan BAP oleh Terdakwa menunjukkan bahwa integritas dari 

Penyidik yang sangat rendah. Sehingga sangat penting bagi aparat penegak 

hukum mengenai eksistensi dari pencabutan BAP denganalasan terdakwa yang 

melatarbelakanginya, dimana tidak sepenuhnya dapat dipercaya.Mengingat 

pengakuan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah bagi jaksa sebagai 

dasar adanya penangkapan dan/atau penahanan hingga muncul adanya dakwaan di 

persidangan. 
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